DAFTAR PUSTAKA
BUKU

A. Mangunhardjana, 1991. Pembinaan: Arti Dan Metodenya, (Yogyakarta:

Kanisius).

Almond, Gabriel A dan Verba, Sidney, 1990. Tingkah Laku Politik Dan

Demokrasi di Lima Negara, (Jakarta: Bumi Aksara).

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010. Pengantar Metode Penelitian Hulum,

(Jakarta: Rajawali Pers).

Apriyanto, Hubungan Kearifan Lokal Masyarakat Adat Dengan Pelestarian

Lingkungan Hidup, 2008. (Bandung : Universitas Pendidikan Indonesia).

C.S.T. Kansil dan Cristine S.T. Kansil, 2007. Ilmu Negara, (Jakarta: Pradnya
Paramita, Cetakan Ketiga).

Citra Handayani , Janu Murdiyatmoko, 2016, Sociology, (Bandung: Grafindo
Media Pratama).

Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, 2004. Otonomi

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka

Utama).

Djarwanto, 1996. Pokok-Pokok Metode Riset dan Bombingan Teknis Penulisan

Skripsi, (Yogyakarta: Liberti Yogya).

Djoewisno, M.S., 1988. Potret Kehidupan Masyarakat Badui, (Jakarta: Penerbit

SAS).

75



Djogo, Tony, Sunaryo, Suharjito, Didik dan Martua Sirait, 2003. Kelembagaan

dan Kebijakan Dalam Pengembangan Agroforestri, (Bogor: World

Agroforestry Center (ICRAF).

Hetifah Sj Sumarto, 2004, Inovasi Partisipasi dan Good Governance, (Jakarta:

Yayasan Obor Indonesia).

Musanef, 1991. Manajemen Kepegawaian Di Indonesia, (Jakarta: CV Haji

Masagung).

Prijono, Onny S, dan Pranarka, 1996. Pemberdayaan Konsep, Kebijakan dan

Implementasi, (Jakarta: CSIS).

Rahyono F.X, 2009. Kearifan Budaya Dalam Kata, (Jakarta: Wedatama

Widyasastra.

Ramlan Subakti, 2001, Memahami lImu Politik, (Jakarta : PT Gramedia).

Sarundajang, 1999, Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Dearah, (Jakarta : Pustaka

Sinar Harapan).

Suteki dan Galang Taufani, 2020. Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori

dan Praktik, (Depok: Rajawali Pers).

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004. Penelitian Hukum Normatif Suatu

Tinjauan Singkat, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).

Soerjono Soekanto dan Sri Pamudji, 1985. Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta:

Radjawali).

Soetriono dan SRDm Rita Hanafie, 2007. Filsafat Illmu dan Metodoloqi

Penelitian, (Yogyakarta: Andi).

76



Syaukani H.R., 2003, Akses dan Indikator Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Yang Baik, (Jakarta: Lembaga Kajian Hukum dan Kebijakan Otonomi
Daerah).
Wasistiono, Sadu, Ismail Nurdin, dan M. Fahrurozi, 2009. Perkembangan

Organisasi Kecamatan Dari Masa Ke Masa, (Bandung: Fokusmedia).

JURNAL

Akmal Kahiri, ”Analisis Pemberdayaan Peran dan Fungsi Camat”, (Jurnal Ilmu

Administrasi dan Organisasi 2010, Vol. 17 No. 2).

Aphum Humokor, “Peran Pemerintah Kecamatan Dalam Pelaksanaan Pembinaan

Dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Desa”, (Jurnal Hukum Tata

Negara 2016, Vol. 1 No. 5).

Asnita, ”Adat Istiadat Rebu Pada Keluarga Karo di Yogyakarta”, (Jurnal
Kebudayaan 2020, Vol. 5 No. 2).

Baehowi, “Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan, Studi

Kasus Kabupaten Kendal dan Kota Surakarta”, (Jurnal Ilmu Administrasi

dan Organisasi, Bisnis 2006, VVol. 14 No. 4).

Christeward Alus, “Peran Lembaga Adat Dalam Pelestarian Kearifan Lokal Suku

Sahu Di Desa Balisoan Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat”,

(Jurnal Acta Diurna 2014, Vol. I11 No.4).

Mat Syuroh, “Evaluasi Pelaksanaan Program Pembinaan Masyarakat Terasing Di

Indonesia”, (Jurnal Sosio Humanikas 2011, Vol. 2 No. 2).

Ghifari M Farisi, “Implementasi Tugas dan Wewenang Camat Dalam

Mengkoordinasikan Pemerintahan Kelurahan Di Kecamatan UmbulHarjo

77



Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah

Daerah”, (Skripsi Program Studi S1 limu Hukum UIN, 2018).

Jepri Andi dan Waton Malau, "Rebu Dalam Sistem Kekerabatan Etnis Batak
Karo”, (Jurnal Seni dan Budaya, Vol.3 No.I, 2019).

Risal, “Kearifan Lokal Dalam Pembentukan Daerah Otonomi Baru Di Era

Otonomi Daerah”, (Jurnal Administrave Reform 2016, VVol. 4 No.2).

Rozy Afrizal J, “Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Setelah Perubahan

Kedudukan dan Fungsi Camat Sebagai Perangkat Daerah (Studi

Perbandingan Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung dan Kecamatan

Dramaga Kabupaten Bogor”, (Tesis Depok: Program Pascasarjana UI,

2008).

Suharto, “Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Implementasi Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa”, (Prosiding Senas POLHI ke-1 2020).

S.B Ginting, “Kabupaten Karo”, (Jurnal Kebudayaan 2000, Vol. 1 No. 1), him 7.

Sultan Syarif Kasim, “Model Negara Kesatuan Republik Indonesia Di Era

Reformasi”, (Jurnal Hukum dan Pembangunan 2020, Vol. 50 No. 2).
T. Lae, 2019, “Landasan Teori Dalam Pembentukan Lembaga Adat”, (Jurnal
Hukum, Vol. 1 No. 1).

Yulia Neta, 2012, “Model Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Yang Baik Di

Daerah Otonom Baru”, (Fiat Justitia Jurnal [Imu Hukum, Vol. 6 No.2).

KAMUS

Indrawan WS, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Jombang: Lintas Media).

Sudarsono, 2007, Kamus Hukum, (Jakarta : Rineka Cipta).

78



PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

Peraturan Bupati Karo Nomor 41 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok Fungsi Dan
Uraian Tugas Kecamatan Di Kabupaten Karo.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan
Lembaga Kemasyarakatan.

INTERNET

Bagaskara, Anton, “Struktur Politik”, (Website: www.id.shvoong.com., diakses

pada 5 Februari 2009).

Ferri, “Pengurus Lembaga Adat Budaya Karo”, (Diakses pada Senin, 23 Juli

2018, link: https://www.kabarsumut.com).

Rano Pranata, ”Sejarah Singkat Kecamatan Kabanjahe”, (Diakses pada tahun
2016, link: https://text-id.123dok.com/document/ozirlwOrz-sejarah-singkat-
kecamatan-kabanjahe-letak-geografis.html).

Syafi, “Bupati Lantik Lembaga Adat dan Budaya Karo”, (Diakses pada Kamis, 21

Juni 2018, link: www.orbidigitaldaily.com).
DISERTASI

Asep Warlan Yusuf, 2002, "Wewenang Pemerintahan Dalam Penataan Ruang

(Suatu Model Pendekatan Sistem)”, Disertasi, Program Pascasarjana Doktor

IImu Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

79



Kadar Slamet, 2013, “Perluasan Wewenang Mengadili Peradilan Administrasi

Terhadap Tindakan Pemerintahan”, Disertasi, Program Pascasarjana Doktor

IImu Hukum, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

80



